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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan Kode Etik Advokat Indonesia terhadap perilaku advokat

yang melanggar kode etik belum berjalan secara maksimal karena beberapa

hal, antara lain kurangnya sosialisasi Kode Etik Advokat Indonesia terhadap

masyarakat, banyak kasus yang tidak tertangani pasca konflik antara dua

organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat

Indonesia (KAI) yang menyebabkan hilangnya pengawasan terhadap etika

profesi tersebut, serta yang melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi

adalah advokat juga, sehingga dapat menimbulkan kepentingan-kepentingan.

B. Saran

Untuk tetap mempertahankan kualitasnya profesi Advokat harus

memperhatikan kompetensi intelektual agar lebih baik lagi mutu pelayanannya

kepada masyarakat. Dilakukan secara konsisten agar tercipta advokat-advokat

yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tapi juga memiliki

moralitas yang baik dan mulia. Sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi dan

perannya sebagai seorang advokat yang profesional, yang mempunyai

komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, memiliki

pendirian yang teguh, berpihak kepada keadilan dan kebenaran serta tidak

memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri.
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